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TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang
perdagangan di Kota Bandung, diperlukan penataan, pembinaan, dan
kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan

mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;

. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

terhadap wusaha perdagangan, perlu dilakukan wupaya menjamin
keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil,
kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah
terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;

bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong
oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan
berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf

b, dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang

Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1954
Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang ...



10.

11

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3214);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3486);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

14. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 jo, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan
Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3689);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3743);
24. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu
dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun 1989 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14
Tahun 1998 Tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun 1998 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha
Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2002 Tentang
Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar
Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 Tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung (Lembaran Daerah
Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota

Bandung Tahun 2002 Nomor 26);
35. Peraturan ...



35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin
Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2002 Nomor 27);

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun
2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 03 jo.
Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 jo. Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);

38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2007 Nomor 08);

39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13);

40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 Tentang
Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2007 Nomor 15);

41. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 02);

42. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata
Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
Dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...



